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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai

dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri
Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaaan dan No0.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang
dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No. guruf Nama Latin | Nama Latin Keterangan
Arab
1. | alif - Tidak dilambangkan
2. - ba’ B -
3. < ta’ T -
4, & sa' § s dengan titik di atas
5. z Jjim J -
6. - hat h ha deggs:a:tik di
7. s kha’ Kh -
8. K Dal D -
9. 3 zal 4 zet dengan titik di atas
10. B ra’ R -
11. B Zai Z -




12. o Sin S ]

13. o syin Sy ]

14. oo sad s es dertl)g;a?atr:tik di

15. oo dad d de deggs:a;ltlk di

16. L ta’ { te dengan titik di
bawah

17. s 7’ Z zet dengan titik di
bawah

18, d “ain : koma terbalik di atas

19. ¢ gain G -

20. 9 fa’ F i

21. S qaf Q _

22. 4 kaf K -

23. J lam L _

24. ¢ mim M -

25. O nun N ]

26. 9 waw W _

27. 2 ha’ H i

28. s hamzah apostrop

29. ¢ ya’ % i
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. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

Gues! o ditulis Akmadiyyah

. Ta’ Marbutah

1.

Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,
kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: ,Lsall 3K  : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri.

. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: A=l : Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua
kata itu terpisah maka za’ marbutah itu ditransliterasikan
dengan “h”

Contoh: Lxll 459, : Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

delos - ditulis Jama ‘ah
Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

M

) dqad - ditulis Ni ‘matullah

aall 355 - ditulis Zakat al-Fitri

. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1.

Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No. | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
Fathah a a
R S Kasrah i i
S — dammah u u
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Contoh:
S - Kataba —ads — Yazhabu

Jiw — Suila S3— Zukira
2. Vokal Rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai

berikut:
No Tanda Nama Huruf Nama
Vokal Latin
1. 3 Fathah dan ya’ ai Adani
2. o Fathah dan waw au Adanu
Contoh:
Y : Kaifa Je> : Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat
dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No -\r/irlgT Nama Latin Nama

1. L Fathah dan alif a a bergaris atas

2. o Fathel fjan oAl a a bergaris atas
layyinah

3. @ Kasrah dan ya’ I i bergaris atas

4 & Dammah dan waw a u bergaris atas

Contoh;
g’ : TuhibbUuna

olud¥!  :al-Insan
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) :Rama
Jud : Olla

. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof

p.u“ - ditulis a antum
Eiga s ditulis mu ‘annas
. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( J ) ditulis dengan huruf kecil,
kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh
jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan
(idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
Billah ‘azza wa jalla
Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Ol yall - ditulis al-Qur’an

ok~

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya.

daswd! - ditulis as-Sayyi ‘ah

. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf
yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

Jaxs  Muhammad
3]l s al-Wudd
Kata Sandang “J! «

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf
syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.



Contoh:
Ol yall s al-Qur’an
Ll : al-Sunnah

Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan
penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf
kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.
Contoh:

@.N}_i_l\ ‘a\.n}’\ s al-Imam al-Ghazall

@Lil\ @-‘6«-“ al-Sab 'u al-Masanl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf
kapital tidak digunakan.

Contoh:

L) oyt : Nasruminallahi
Li.g..o.?-)aib/‘ < : Lillahi al-Amrujamia

. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau
apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika
hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya
ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:

ol pglecls| :inya’ uliim al-Dim

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau
huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,



karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan
kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

o83l s g 3 Ul ol :wa innallaha lahuwa khair al-razigin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut.

‘a)u}/\"@.& . ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul

Islam
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ABSTRAK

Shefty Ulfatun Nahdliyah. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. 2024.
Penjaminan Simpanan Anggota Penyimpan Dana (Studi KJKS
BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang).

Tingginya minat masyarakat untuk menabung, masyarakat
percaya bahwa dana yang disimpan akan terjaga keamanannya. Perlu
adanya penjaminan simpanan kepada anggota sehingga anggota yang
menyimpan dana merasa aman akan dananya. Tujuan dari penelitian ini
yaitu:1)Untuk menjelaskan bagaimana penjaminan simpanan anggota
pada KJKS BMT Dana Syariah di Batang, 2)Untuk menjelaskan
bagaimana penjaminan simpanan anggota pada KJKS BMT BUS di
Batang, 3)Untuk menjelaskan perbandingan penjaminan simpanan pada
KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang. Kegunaan
teoritis dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan di
bidang Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan kegunaan praktis dapat
dijadikan masukan bagi KJKS BMT di Batang dapat lebih
mengoptimalkan penjaminan simpanan anggota dan bisa menjadi
masukan bagi pemerintah untuk menyusun peraturan yang lebih
berkepastian hukum tentang penjaminan simpanan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris
(penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif dikolaborasi
pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini yaitu: 1) Observasi,2) Wawancara,3)
Dokumentasi. Analisis data menggunakan interaktif model yang
diawali dengan pengumpulan kemudian penyajian, direduksi dan
diakhiri dengan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penjaminan simpanan pada
KJKS BMT Dana Syariah dengan penjaminan dua sistem penyimpanan
yaitu sistem secara mandiri (brankas dan penyetoran kepada pusat) dan
sistem penitipan pihak ketiga (menyetorkan dana cadangan ke pihak
bank). Sedangkan pada KJKS BMT BUS melalui asosiasi InKopSyah
untuk memberikan bantuan modal kepada anggota yang berpotensi
menyebabkan KJKS BMT tersebut pailit bahkan dilikuidasi.
Perbandingan penjaminan simpanan dapat dilihat dari sisi bentuk
penjaminan simpanan, kepastian hukum, kendala,kepuasaan anggota
dan kesesuaian peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan
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perlindungan hukum apabila anggota merasa dirugikan, penyelesaian
melalui sarana perlindungan hukum preventif yang mengacu pada
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, KepMen No.91/Kep.MKUM/IX
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Undang-Undang No. 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang No.25 tahun 1992
tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang
LKM dan sarana perlindungan hukum represif dapat diselesaikan
dengan musyawarah atau BAMUI dan pengadilan.

Kata Kunci: Penjaminan Simpanan, KJKS BMT, Perlindungan
Hukum.
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ABSTRACT

Shefty Ulfatun Nahdliyah. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. 2024.
Form of Guarantee of Deposits of Fund Saving Members (Study of
KJKS BMT Sharia Funds and KJKS BMT BUS in Batang).

Due to the high public interest in financing and saving, it is
necessary to guarantee savings for members so that members who
save feel safe about their funds. The objectives of this research are: 1)
To explain how member deposits are guaranteed at KIKS BMT Dana
Syariah in Batang, 2) To explain how member savings are guaranteed
at KIKS BMT BUS in Batang, 3) To explain the comparison of
deposit guarantees at KIKS BMT Dana Syariah and KIKS BMT BUS
in Batang Theoretical uses can contribute to scientific development in
the field of Sharia Economic Law. Meanwhile, the practical use can
be used as input for KIKS BMT in Batang to further optimize member
savings guarantees and can be input for the government to formulate
regulations with more legal certainty regarding deposit guarantees for
members who deposit funds at KIKS BMT.

This research uses empirical juridical research (field research)
with a qualitative approach combined with conceptual and statutory
approaches. Data collection techniques in this research are: 1)
Observation, 2) Interview, 3) Documentation. Data analysis uses
interactive data which begins with collection then presents, reduces
and ends with drawing conclusions.

The research results explain that deposit guarantees at KJKS
BMT Dana Syariah guarantee two storage systems, namely an
independent system (safe and deposit to the center) and a third party
deposit system (deposit reserve funds to the bank). Meanwhile, KIKS
BMT BUS through the InKopSyah association aims to anticipate
possible financial problems by providing capital assistance to
members who have the potential to cause KIKS BMT to go bankrupt
or even be liquidated. If it is related to legal protection, if a member
feels disadvantaged, the solution is through preventive legal protection
which refers to Government Regulation no. 9 of 1995 concerning the
Implementation of Savings and Loans Business Activities by
Cooperatives, Ministerial Decree No. 91 of 2004 concerning
Implementation Guidelines, Law no. 25 of 1992 concerning
Cooperatives, Law No. 1 of 2013 concerning MFls and Law No. 25 of
1992 concerning cooperatives and repressive legal protection means
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can be resolved through deliberation or through BAMUI (Indonesian
Muamalat Arbitration Board) or litigation.

Keywords: Deposit Insurance , KIKS BMT, Legal Protection.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan
system ekonomi islam yang sesuai prinsip syariah disambut baik
oleh masyarakat muslim. Sistem ekonomi islam dalam melakukan
aktivitasnya menghindarkan yang tidak diperbolehkan dalam islam
seperti Maghrib (Masyir, Gharar, Riba) dan sesuai dengan prinsip
bagi hasil." Lembaga keuangan syariah biasa  dikenal dengan
sebutan Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) yang
tergolong dengan lembaga keuangan non-bank. Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) diharapkan bisa membantu
masyarakat yang berpenghasilan minimum rendah yang
membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Bentuk dari
Lembaga Keuangan Mikro syariah ini seperti Lembaga pengelola
wakaf, Lembaga pengelola zakat dan Lembaga amil zakat, dan
Baitul Maal wa Tamwil.> Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
yang banyak diminati oleh masyarakat.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan
syariah dalam satu kegiatan lembaganya menggabungkan aspek
maal dan tamwil.®> Aspek maal dalam melakukan kegiatan
menghimpun serta menyalurkan dana ZIS (zakat, infaq dan
shadagah) untuk membantu masyarakat kecil, fakir dan miskin.*
Sedangkan aspek tamwil untuk membantu mensejahterakan dan
meningkatkan pendapatan .°> Produk yang ditawarkan Baitul Maal
wa Tamwil (BMT) berupa produk penghimpunan dan simpanan.

! Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana,
2014), 36-38.

2 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana,
2009), 50

® Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan
teoritis dan praktis. (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri,2013).

* Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik. (Banten:Pustaka Aufa
Media,2012).

® Ismanto, Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di
Pekalongan. (Pekalongan:Jurnal Penelitian,2015), 24-38.



Adapun produk penghimpunan yang ada di Baitul Maal Wa
Tamwil (BMT) vyaitu deposito mudharabah, giro wadiah, dan
tabungan mudharabah.® Produk simpanan yang ditawarkan berupa
simpanan akad mudharabah dan simpanan menggunakan akad
wadiah serta jenis simpanan lainnya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Semakin banyak minat masyarakat untuk menabung
maka penyaluran dana meningkat dan kegiatan operasionalnya
berjalan lancar dan masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan
akan terjaga keamanannya, sehingga perlu adanya upaya untuk
menjaga kepercayaan. Namun kenyataannya Baitul Maal Wa
Tamwil mengalami masalah pembiayaan kredit atau likuidasi yang
dilakukan oleh anggota penyimpan dana. Maka Lembaga Baitul
Maal Wa Tamwil harus memberikan perlindungan hukum dengan
memberikan penjaminan simpanan. Diperlukannya pembentukan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan
para anggota apabila terjadi pailit atau likuidasi.

Pada lembaga keuangan bank jika mengalami kepailitan akan
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun,
faktanya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Batang belum ada
jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan seperti lembaga
keuangan bank atau perbankan syariah. Berdasarkan hasil
wawancara dengan kepala bidang koperasi yang terdaftar di data
koperasi syariah berjumlah 16 lembaga diantaranya: KSPPS Artha
Madina, KSSPS Mitra Sejahtera, KSPPS BTM Bawang, KSPPS
Arrahmah, KSPPS Mitra Mandiri, KSPPS Azahra, BTM Bandar,
BTM Tersono, Koperasi Wanita Wira Usaha, KJKS As-Salam,
KJKS Multi Jasa Syariah, KIJKS Asy Syifa, KIJKS Syariah
Mahkota, Koperasi Al-Aziz, dan Lembaga Baitul Maal Wa Tamwil
(BMT) berjumlah tiga yaitu KIJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
Dana Syariah, dan KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) BUS.’
Lembaga tersebut memiliki karakteristik yang berbeda yaitu KIJKS

® Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan
teoriti dan praktis. (Jakarta: Kencana,2010), 366.

" Budi Santoso,S.H, diwawancarai oleh Shefty Ulfatun Nahdliyah, Kantor
Dinas Koperasi dan UKM Batang, 15 Juni 2023.
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Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dana Syariah Bandar mempunyai
ciri khas memiliki budaya yang islami dengan mengucapkan salam
menjadi hal wajib yang dilakukan dan melayani dengan penuh
ramah dan sopan. Sedangkan pada KJKS Baitul Maal wa Tamwil
(BMT) BUS pada pelayanan sudah melayani selama 27 tahun yang
didukung oleh teknologi layanan keuangan yang prima.® Masing-
masing Lembaga KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki
keunggulan, hal ini seharusnya dari masing-masing KJKS Baitul
Maal wa Tamwil (BMT) tersebut memberikan rasa keamanan
terhadap para anggotanya mengingat jumlah anggota yang
menyimpan dana semakin meningkat.

Beberapa penelitian ditemukan bahwa tidak adanya Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).?
Jika dilihat Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro bab V penjaminan simpanan pasal 19
menjelaskan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat LKM
dapat membentuk lembaga penjamin simpanan.’® Amanah tersebut
diperuntukkan bagi LKM seperti KIKS Baitul Maal wa Tamwil
(BMT) untuk dapat mendaftarkan menjadi anggota Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS). Tetapi pada peraturan Undang-Undang
No0.25 tahun 1992 tidak mengatur secara khusus bahwa KJKS
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) harus menjadi anggota Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS). Namun, pada faktanya belum semua
KJKS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Batang memiliki
lembaga penjaminan simpana untuk menjamin simpanannya. Hal
tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan dan minat masyarakat
untuk menyimpan dana pada KJKS Baitul Maal wa Tamwil
(BMT). Perlu adanya perlindungan hukum guna menjamin
kepastian hukum untuk melindungi anggota simpanan yang berupa
penjaminan simpanan.

® https://www.bmtbus.co.id/ diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

® Eko Kurniasih dan Pratiwi dan Nasitotul Janah, “Inventarisasi Permasalahan
Industri Keuangan Mikro Syariah”, Jurnal Cakrawala, Vol.10 No.1 (2015), 29.

1% Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro


https://www.bmtbus.co.id/

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengkaji
lebih dalam bagaimana bentuk penjaminan simpanan anggota pada
KJKS BMT Dana Syariah dan KIKS BMT BUS di Batang dan
bagaimana perbandingan penjaminan simpanan KJKS BMT Dana
Syariah dan KIJKS BMT BUS di Batang, maka peneliti memberi
judul “Penjaminan Simpanan Anggota Penyimpan Dana (Studi
KJKS BMT Dana Syariah dan KIJKS BMT BUS di Batang)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penjaminan simpanan anggota penyimpan dana
pada KIKS BMT Dana Syariah di Batang?
2. Bagaimana penjaminan simpanan anggota penyimpan dana
pada KIKS BMT BUS di Batang?
3. Bagaimana perbandingan penjaminan simpanan yang
diberikan kepada anggota penyimpan dana pada KIKS BMT
Dana Syariah dan KIKS BMT BUS di Batang?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan bagaimana penjaminan simpanan yang
diberikan kepada anggota pada KIKS BMT Dana Syariah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penjaminan simpanan yang
diberikan kepada anggota pada KIKS BMT Dana Syariah.
3. Untuk  menganalisis dan menjelaskan  perbandingan
penjaminan simpanan anggota penyimpan dana pada KJKS
BMT Dana Syariah dan KIKS BMT BUS di Batang.
D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi
KJKS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dapat mengoptimalkan
penjaminan simpanan anggota dan bisa menjadi masukan bagi
pemerintah untuk menyusun peraturan yang lebih kepastian
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hukum tentang penjaminan simpanan bagi anggota
penyimpanan dana.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori perlindungan hukum
Teori perlindungan hukum berawal dari aliran teori
hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori
oleh plato, murid plato dan pendiri stoic. Menurut aliran ini
bahwa hukum dan moral saling berhubungan yang merupakan
cerminan dan peraturan internal atau eksternal dari kehidupan
manusia. Perlindungan hukum di masyarakat dianggap
mewakili pemerintah yang berawal dari kebiasaan dan
ketentuan bersama untuk ditaati antar perorangan dan anggota
masyarakat."* Perlindungan hukum merupakan perlindungan
akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara
hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku
di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi
sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. *2
Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi
2, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif Bertujuan untuk mencegah
terjadinya permasalahan atau sengketa. Rakyat diberi
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya
sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang
definitif.

b. Perlindungan  Hukum  Represif  Bertujuan  untuk
menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

2. Konsep KIJKS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi
yang bergerak di bidang simpanan, pembiayaan dan investasi

1 Sadjipto Rahardjo, llmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2000,53-
54,
2 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat

Indonesia”,(Surabaya:Bina Ilmu, 1987), 19.



sesuai syariah.®® Praktik koperasi syariah telah berkembang di
masyarakat dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat
yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Bahwa semua Baitul
Maal Wa Tamwil (BMT) yang ada di Indonesia digolongkan
dalam KJKS.

Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai
usaha mandiri terpadu yang mempunyai 2 fungsi Baitul maal
(rumah harta) seperti LAZ yang mengelola dan
mendistribusikan zakat, infaq serta shadagah (ZIS) dan Baitul
Wa Tamwil (pengembangan harta) dengan mengembangkan
usaha produktif dengan menabung dan pembiayaan.'* Alasan
Baitul Maal wa Tamwil banyak diminati masyarakat karena
BMT Dberkembang pesat dibanding lembaga keuangan
konvensional. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) didirikan
mempunyai tujuan yaitu untuk menjangkau pelayanan
masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah yang belum
menjangkau lembaga keuangan lainnya seperti BPRS, lembaga
perbankan syariah.™

3. Konsep Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pengertian lembaga penjamin simpanan adalah lembaga
yang memiliki kewenangan menjamin dana nasabah serta
berpartisipasi menjaga stabilitas keuangan nasabah. Lembaga
ini bersifat transparan, berdiri sendiri, dan bertanggung jawab.
Setiap pihak yang dimintai data, informasi oleh lembaga
penjamin simpanan harus memberikannya.’® Nilai simpanan
yang dijamin oleh LPS maksimal 2 milyar sesuai di dalam pasal
11 UU lembaga penjamin simpanan.*’
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http://www.baitulmaal.net/downlot.php?file=files/Tata_Cara_Pendirian_KJKS.pdf
diakses pada tanggal 17 Juli 2023, pukul 10:00

* Rodoni, Prof. Dr. Ahmad dan Prof. Dr. Abdul Hamid, Lembaga Keuangan
Syariah, Jakarta:Zikrul Hakim,2008

% Firman Setiawan, Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah NonBank,
(Pamekesan:Duta Media Publishing,2017), 234.

1® Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004,
(Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 5.

' Andrian Sutedi, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 12.


http://www.baitulmaal.net/downlot.php?file=files/Tata_Cara_Pendirian_KJKS.pdf

F. Penelitian yang relevan
Terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan untuk
penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Alun Bayu Krisna S.H pada tahun 2018
dengan judul “Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota
BMT di Yogyakarta”. Jenis penelitian yang digunakan yuridis
normatif, penelitian diperoleh langsung dari lapangan. Hasil
penelitiannya adalah perlindungan pada BMT di Yogyakarta
melalui sebuah perusahaan PBMT (Perhimpunan BMT
Indonesia). Anggota PMBT memberikan bantuan dana untuk
memberikan bantuan dana yang mengalami pailit. Serta
memberikan bantuan hukum kepada BMT di Yogyakarta yang
sudah terdaftar di PMBT."® Permasalahan yang biasa terjadi
seperti dana anggota yang dipakai untuk menggantikan
kekurangan, hal tersebut memerlukan adanya LPS.*

2. Skripsi yang ditulis oleh Suci Fitri Astuti pada tahun 2019
dengan judul “Upaya BMT dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap penyimpan terkait penjamin simpanan (Studi
Kasus BMT Al-Fath IKMI Pamulang”. Jenis penelitian ini
menggunakan  yuridis empiris.  Pendekatan  penelitian
menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah
BMT Al-Fath dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
mengelola simpanan dan mengasuransikan aset bangunan dan
uang yang disimpan. Upaya yang dilakukan BMT ini dengan
menyetorkan uang kepada beberapa bank syariah bertujuan
untuk menjaga keamanan uang para anggota penyimpan untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat.?’ Padahal adanya LPS
meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk menyimpan

8 Awalil Rizky,S.E, diwawancarai oleh Alun Bayu Krisna S.H, PMBT, 2
April 2014,

¥ Permasalahan hukum BMT diakses tanggal 28 April 2023
/web/perkembangan.bmt.terkini/2011/1010/permasalahan hukum.html.

% yusuf KS, Sejarah Perjalanan KSSPS BMT Al-Fath IKMI. (Tangerang
Selatan:Amanah Printing, 2017), 27.



dananya. BMT ini memberikan perlindungan di pasal 19 UU
LKM.?

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Lailya Musyarofah pada tahun
2019 dengan judul “Perlindungan Dana Simpanan Anggota Di
BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.” Jenis penelitian ini
penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil
penelitiannya perlindungan yang dilakukan oleh BMT UGT
berupa pengawasan audit selama 3 bulan sekali dengan
menerapkan prinsip kehati-hatian karena belum adanya LPS.?

4. Jurnal yang ditulis oleh Aufar Abdul Aziz pada tahun 2022
dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT
Melalui Pembentukan LPS.” Jenis penelitian menggunakan
yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan
tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan
berupa implisit dan eksplisit yang dihasilkan oleh pengawasan
dan pembinaan. Dilihat dari pasal 54 UU No.25 Tahun 1992,
pasal 24, pasal 25 dan pelayanan pengaduan pada pasal 26.%

5. Jurnal yang ditulis oleh Ayu Franita Putri pada tahun 2022
dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT
Assyifa Lampung Timur yang dilikuidasi”. Hasil penelitiannya
adalah omset BMT Assyifa habis dijual oleh ketua dan seluruh
dananya lenyap. Dan perlindungan bagi nasabah BMT ini
memiliki ketidak jelasan yang mengakibatkan dana dibawa
kabur oleh ketua. BMT hanya berpatokan pada asas manfaat
dilihat di UU No.8 tahun 1999. Tidak hanya asas manfaat saja
juga dengan asas keseimbangan diperlukan untuk melindungi
nasabah BMT.?

2l Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-
undang/ diakses tanggal 28 April 2022

2 Roni Wahab, diwawancarai oleh Rizky Lailya Musyarofah, BMT-UGT
Sidogiri Capem Jember Kota, 17 Mei 2018

%8 Syafiatul Mir’ah Ma’shum, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT yang
dilikuidasi di Indonesia, Al-Mazahib, Vol.5, No.1, Juni 2017, 156.

2 lhat pasal 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen


https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx
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Kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang
membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak
pada rumusan masalah yang pertama, teori dan konsep yang
digunakan berbeda, kemudian objek yang diteliti oleh peneliti
sebelumnya belum ada yang meneliti.

Penelitian Persamaan Perbedaan | Kebaharuan
Tesis yang | Sama-sama Jenis Konsep,
ditulis oleh | mengkaji penelitian | objek dan
Alun Bayu | tentang yuridis kajian
Krisna S.H | perlindungan | normatif, terletak pada
dengan  judul | hukum dana pembahasan
“Perlindungan | simpanan. dan  metode
hukum dana penelitiannya.
simpanan
anggota BMT di
Yogyakarta”

Skripsi oleh | Kesamaan Teori dan | Objek  dan
Suci Fitri Astuti | konsep, jenis | objek kajian
dengan  judul | penelitian berbeda. berbeda.
“Upaya BMT | yang

dalam digunakan

memberikan yaitu  yuridis

perlindungan empiris.

hukum terhadap

mitra

(penyimpan)

terkait penjamin

simpanan (Studi

Kasus BMT Al-

Fath IKMI

Pamulang).”

Skripsi yang | Kesamaan Terletak Teori, objek
ditulis oleh | terletak pada | pada objek, | dan

Rizki Lailya | teori, jenis | konsep. pembahasan
Musyarrofah penelitian mengenai
yang  berjudul | yuridis perlindungan.
“Perlindungan | empiris  dan

dana simpanan | metode yang
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anggota di BMT | digunakan
UGT  Sidogiri | kualitatif.
Capem Jember

Kota.”

4. | Jurnal yang | Kesamaan Jenis Teori dan
ditulis  Aufar | konsep penelitian | objek pada isi
Abdul Aziz | perlindungan | yang pembahasan.
dengan  judul | nasabah digunakan
“Perlindungan | penyimpan yuridis
hukum bagi | dana. normatif.
nasabah BMT
melalui
pembentukan
LPS”

5. | Jurnal yang | Kesamaan Teori dan | Teori dan
ditulis oleh Ayu | kajian dan | objek objek berbeda
Franita  Putri | konsep berbeda dan mengenai
berjudul perlindungan | dengan pembahasan.
“Perlindungan | nasabah. penelitian
hukum terhadap sebelumny
nasabah BMT a

Assyifa
Lampung timur

yang
dilikuidasi.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikolaborasi

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual.

2. Sumber data

a. Data primer, sumber data primer dari penelitian lapangan
dengan melakukan wawancara pimpinan KJKS BMT Dana
Syariah, KIKS BMT BUS.
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b. Data Sekunder
1) Bahan hukum primer, diperoleh dari bahan utama

berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi

b) Keputusan Menteri No. 91/Kep/M.KUKM/1X/2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi

c) Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian

d) Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro

2) Bahan hukum sekunder, diperoleh dari penjelasan bahan
hukum primer yang berupa buku, artikel, jurnal
penelitian yang relevan dan informasi lain yang
berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti.
3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi, pengamatan suatu gejala/peristiwa dari objek
yang diamati.”> Objek yang dimaksud yaitu KJKS Baitul
Maal wa Tamwil (BMT).

b. Wawancara, teknik pengumpulan dengan cara tanya jawab
melalui informan pimpinan bagian bidang koperasi dan
UKM Batang, Pimpinan KJKS Baitul Maal wa Tamwil
(BMT) di Batang.

c. Dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data dari
dokumen seperti buku-buku, data-data dan berkas yang
diperoleh dari BMT.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data menggunakan interaktif model

(Miles dan Huberman). Interaktif model dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas

sehingga datanya sudah jenuh. Metode yang digunakan untuk

% Sri Mamuji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta:Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), 28.
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menganalisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif yang
diperoleh dari lapangan yang bersumber dari data primer dan
data sekunder.’® Model interaktif yang dimaksud sebagai
berikut:

/

\

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Reduksi Penarik
Data Kesimpulan

\_

Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data.”’
Komponen-komponen dalam analisis data dijelaskan sebagai
berikut:

a. Pengumpulan data, data yang diperoleh peneliti di lapangan
dengan melakukan wawancara dengan informan disertai
dokumentasi.

Reduksi data, proses memilah-milah data yang diperlukan.

c. Penyajian data, dilakukan setelah proses reduksi data
dengan mencatat hasil wawancara dan dokumentasi di
analisis dan disajikan.

d. Penarik kesimpulan, langkah terakhir untuk menganalisis
data yang sudah direduksi dan disajikan kemudian ditarik
kesimpulan yang berasal dari rumusan masalah dan tujuan
penelitian.?

%

% Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ul Press,1986),
250.

%" Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed
Method), (Bandung:Alfabeta,2014), 335

*® Danu Eko Agustinova, “Memahami metode penelitian kualitatif: Teori dan
Praktik.” (Yogyakarta:Calpulis,2015), 68.
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H. Sistematika Penulisan

Bab | Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teoritis, penelitian yang relevan, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il Kerangka Teori dan Konseptual, bab ini
menjelaskan teori perlindungan hukum, konsep KJKS Baitul Maal
Wa Tamwil (BMT), dan konsep (LPS) Lembaga Penjamin
Simpanan.

Bab Il Gambaran Umum Penjaminan Simpanan KJKS
BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS, dalam bab ini
menjelaskan gambaran umum penjaminan simpanan KJKS BMT
Dana Syariah dan KJKS BMT BUS, kemudian profil masing
masing KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di batang
yang berisi sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi,
produk-produk yang ada di KIKS BMT.

Bab IV Perbandingan Penjaminan Simpanan KJKS
BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang, dalam bab
ini menganalisis dan menjelaskan perbandingan penjaminan
simpanan pada KIJKS BMT Dana Syariah dan KIKS BMT BUS di
Batang

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari
penyusunan penelitian ini yang berisi tentang simpulan dan saran.



BABYV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh
peneliti mengenai perlindungan hukum penjaminan simpanan
anggota KJKS BMT Dana Syariah dan KJKS BMT BUS di Batang
peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Penjaminan simpanan pada KIKS BMT Dana Syariah di Batang
melalui penyaluran dengan dua sistem penyimpanan dana yaitu
sistem secara mandiri (brankas dan penyetoran pusat) dan
sistem penitipan pihak ketiga (menyetorkan dana cadangan ke
pihak bank) guna mengantisipasi apabila terjadi pailiti atau
likuidasi.

2. Penjaminan simpanan pada KIJKS BMT BUS adanya asosiasi
InKopSyah yang mempunyai fungsi untuk menjamin simpanan
anggota untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan
permasalahan keuangan dengan salah satu caranya yakni
memberikan bantuan dana kepada anggota, yang berpotensi
menyebabkan KJKS BMT BUS tersebut pailit atau likuidasi.

3. Perbandingan penjaminan simpanan KJKS BMT Dana Syariah
dan KJKS BMT BUS dilihat dari bentuk penjaminan simpanan,
sisi kepastian hukum, sisi kendala, sisi kepuasaan anggota dan
sisi  kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dapat melalui
perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum
secara represif. Perlindungan hukum preventif terwujud dengan
adanya landasan hukum peraturan perundang- undangan yang
mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,
Keputusan Menteri N0.91/Kep.MKUM/2004 tentang Petunjuk
Pelaksaan Kegiatan Usaha Koperasi, Undang-Undang No.25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No.1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui
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musyawarah mufakat atau non litigasi, jika tidak terjadi
kesepakatan dapat mengajukan penyelesaian melalui BAMUI
(Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) atau jalur pengadilan
atau litigasi.

B. Saran

1.

Seharusnya KIKS BMT Dana Syariah mengajukan permohonan
kepada pemerintah yaitu DisPerinDagKop perlunya menjadi
anggota lembaga penjaminan simpanan seperti InKopSyah, agar
anggota yang menyimpan dana lebih terlindungi terjamin
keamanan dan kepercayaan masyarakat pun akan meningkat

. KIKS BMT BUS untuk berhati-hati dalam operasional nya serta

lebih mengoptimalkan penjaminan simpanan kepada anggota.
Agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan tidak
merasa khawatir jika menyimpan dananya di KIKS BMT BUS.

. Perlu adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan yang

mengatur lebih khusus mengenai lembaga penjaminan simpanan
untuk KIJKS BMT di Batang yang belum ada lembaga
penjaminan simpanan khususnya pada Undang-Undang No. 25
tahun 1992 tentang Perkoperasian yang lebih berkepastian
hukum tentang perlindungan hukum penjaminan simpanan
untuk memberikan kepastian hukum kepada anggota nya.
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https://repository.uir.ac.id/5394/5/BAB%2011.pdf dapat diakses 20
Desember 2023

Tata cara pendirian KJKS Diambil dari
http://www.baitulmaal.net/downlot.
Tata_Cara_PendirianKJKS.pdf

Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
dapat diakses
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-
keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-
1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dapat diakses https://disperindag.sumbarprov.go.id/

SUMBER LAIN
Brosur BMT Dana Syariah
Buku Diklat Basic. Training lavel, h.12.

Lihat pasal 20 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian


https://infopublik.id/read/179412/langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-reformasi-total-koperasi.html
https://www.perbedaan.co.id/perbedaan-bmt-dan-koperasi-syariah/
http://web.archive.org/web/20111010093453/http:/perkembangan.bmt-terkini.com/2011/10/10/permasalahan-hukum.html
http://web.archive.org/web/20111010093453/http:/perkembangan.bmt-terkini.com/2011/10/10/permasalahan-hukum.html
https://www.semuabis.com/bmt-dana-syariah-bandar-0285-689092
https://www.semuabis.com/bmt-dana-syariah-bandar-0285-689092
https://www.bmtbus.co.id/profil-bmt-bus/
https://repository.uir.ac.id/5394/5/BAB%20II.pdf
http://www.baitulmaal.net/downlot.%20Tata_Cara_PendirianKJKS.pdf
http://www.baitulmaal.net/downlot.%20Tata_Cara_PendirianKJKS.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx
https://disperindag.sumbarprov.go.id/

Lihat pasal 39 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian

Lihat pasal 27 Keputusan Menteri No. 91/Kep/M.KUKM/1X/2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Bab
IX Pengendalian Risiko

Mujib, Abdul. 2013. Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga
Keuangan Mikro Syariah di wilayah Jawa Tengah, Jurnal Az
Zarqa.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro

Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Miikro
Undang-Undang No.25 Tahun 1992

Wahab, Roni. (Interview). 2018. “Interview BMT-UGT Sidogiri
Capem Jember Kota.” Jember

WAWANCARA

Dina Safitri, diwawancarai oleh Shefty Ulfatun Nahdliyah, Kantor
KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Dana Syariah, Batang
10 Agustus 2023

Santoso, Budi, diwawancarai oleh Shefty Ulfatun Nahdliyah, Kantor
DisPerinDagKop, Batang 19 Juli 2023.

Wiwik S.E, diwawancarai oleh Shefty Ulfatun Nahdliyah, Kantor
KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) BUS, Batang 18
September 2023
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